
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  01 TAHUN  2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH   

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LAMANDAU, 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk 
diselaraskan; 

  b. bahwa berdasarkan   hasil   evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target 
pencapaian sasaran, serta nomenklatur program sampai dengan 
akhir periode perencanaan; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018-2023, dengan peraturan daerah; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018-2023; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 



 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur 

Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

 

 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun  2016 tentang  Perangkat 
Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 114, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 

5887); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang 
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun    2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, 
Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun  2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); 

 

 



 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun  2016 – 2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2014 Nomor 129); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2016 Nomor 145); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor  217); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun  2018-2023 Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

dan 

BUPATI LAMANDAU 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  KABUPATEN 

LAMANDAU TAHUN 2018-2023. 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230), 
diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal  3 
 

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 

2018-2023 sebagai berikut: 



 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

 memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, 
maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta 

sistematika penulisan. 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi 
aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek 
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan 

aspek daya saing daerah. 

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

 memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis 

terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

d. BAB IV : PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS 

 memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu 

strategis pembangunan daerah. 

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. 

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

 memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta 
program pembangunan prioritas berdasarkan strategi 

yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. 

g. BAB VII : KERANGKA  PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN 

PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

 memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi 

serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana 
Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, 
target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah 

penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. 

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH 

 memuat penetapan indikator kinerja daerah yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran  tentang ukuran 
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator 
Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

i. BAB IX : PENUTUP 

 memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk 
menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah 
periode RPJMD berakhir. 

(2) Perubahan RPJMD dan lingkup BAB masing-masing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

 
 
 



 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan RPJMD Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018-2023, menjadi pedoman bagi Perangkat 

Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan 
Kerja (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) tahunan, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat 
Daerah tahunan. 

 

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 
7A, sehingga berbunyi  sebagai  berikut : 

 

Pasal 7A 
 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah wajib 

menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau 
Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau. 
 

 

 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 23 Juni 2021 
 
BUPATI LAMANDAU, 
 

 

 

 

HENDRA LESMANA 
 

 
Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal  23 Juni 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

   
 

 

 

MUHAMAD IRWANSYAH 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 198 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH : 01. 31/2021 



 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

NOMOR 01 TAHUN 2021 

 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023 

 

 
I. UMUM 

 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 yang 

merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang 
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan 

dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun 
dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Lamandau. Selain 
visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi arah 

kebijakan dan program – program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam 
rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya 

digunakan pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai 
instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan 
bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan 
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam 
Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila : 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian, dan Evaluasu Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

b. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 



 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ; dan 

c. Terjadi perubahan yang mendasar.  
Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup terjadinya 
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan 
nasional. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, dan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017, beberapa perubahan yang mendasar pada level kebijakan nasional antara 

lain: 

a. Pertama, ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN 2020-2024), maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib 

menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi; 

b. Kedua, berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara 
berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan 
yang digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan 

daerah. 

c. Ketiga, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005. Perubahan regulasi ini berdampak terhadap 
perubahan klasifikasi belanja dalam struktur Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan (APBD). Pemerintah daerah wajib menyesuaikan struktur APBD 

yang terbaru ke dalam RPJMD.  

d. Keempat, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang 
Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah 

dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra 
Perangkat Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 
  Cukup Jelas. 
 

Pasal II 
  Cukup Jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 245 

 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019



